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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah antara:
SYAHRIL BIN LA TAPAN, NIK 8106020602700006, tempat dan
tanggal lahir Bau bau, 06 Februari 1970, agama
Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat
kediaman di Dusun Wael, Desa Piru,
Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram
Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai
Pemohon I.

HASNA BINTI LA ULI, NIK 8106024310750002, tempat dan tanggal
lahir Pulau Buntal, 03 Oktober 1975, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
Wael, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi
Maluku, sebagai Pemohon Il.

Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut para
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Dataran Hunipopu pada tanggal tersebut dengan register perkara
Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12-Apr-03, Pemohon | dan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab
gabul bertempat di Dusun Wael, Desa Piru, Kecamatan Seram
Barat,kabupaten seran Bagian barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung
Pemohon Il yang bernama La Uli di hadapan imam masjid Wael yang
bernama La Anwar dengan saksi nikah masing-masing bernama la
Manisuwa dan La Umar, dengan maskawin berupa Rp.50.000,- dibayar
tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun
Wael, , Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian
Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama:

1) Llis Sampolawa binti Syahril, Perempuan, umur 22 Tahun;

2) Ramdan bin Syabhril, Laki-laki, umur 11 Tahun;

3) Wa Fani binti Syahril, perempuan, umur 8 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan selama itu
pula Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan sampai saat ini
tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum terdaftar di Kantor
Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana
surat nomor : B-153/KUA.25.07.5/Pw.01/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023,
yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan ;
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8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna
melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan
memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cg. Majelis hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (SYAHRIL BIN LA

TAPAN) dengan Pemohon Il (HASNA BINTI LA ULI) yang dilaksanakan

pada tanggal 12 April 2003 di Dusun Wael, Desa Piru, Kecamatan Seram

Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider :
Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 September 2023
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan
ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak
hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang di luar
gedung dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para
Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam
mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para
Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan
perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya
kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan gugur perkara Nomor 212/Pdt.P/2023/PA.Drh;
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2. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Faisal,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia
Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely,
S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H. Faisal, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.Hl.
Panitera Pengganti,

Mariam Ely, S.HI.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 150.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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